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ABSTRAK

TRITYAS MAKU /NIM.S.21.16.086“PENGELOLAAN ALOKASIDANA
DESADIDESADULUPIKECAMATANDULUPIKABUPATENBOALEMO”
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik Uni
versitas Ichsan Gorontalo,Tahun2020.

PembimbingIDarmawatyAbdRazak,S.AP.,M.APdanPembimbing II Balada R
AF,S,Sos.,M.Si.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana

Desa dan hambatan

hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi

 Dana Desa di Desa Dulupi.Penelitian ini berlokasi diDesa Dulupi Kecamata

n Dulupi Kabupaten Boalemo. Pengumpulan data dilakukan dengan cara p

enelitian kepustakaan, penelitian lapangan berup aobservasi, wawancara 

mendalamdan penelitian dokumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukanpenulis di

desa Dulupi untuk 30% daridana

ADD bias berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% d

ari

ADD berjalankurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembanguna

n fisikpadatahun 2018  dan 2019 sedangkan untuk tahun 2020 lebih kepad

a pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan k

urangnya koordinasitentangpengelolaan ADD menjadihambatandalam pro

ses pengelolaan Alokasi DanaDesadiDesa Dulupi.

KataKunci:Pengelolaan,danalokasiDanaDesa(ADD)



ABSTRACT

TRITYASMAKU/NIM.S.21.16.086"MANAGEMENTOFVILLAGEFUND

ALLOCATIONINDULUPIVILLAGE,DULUPIDISTRICT,BOALEMO

DISTRICT"

GovernmentScienceStudyProgram,FacultyofSocialandPolitical

Sciences,IchsanUniversity,Gorontalo,2020.

AdvisorsIdarmawatyAbdRazak,S.AP.,M.APandAdvisorIIBaladaRAF,S,

Sos.,M.Si.

ThisstudyaimstodeterminethemanagementofVillageFundAllocation

andtheobstaclesfacedbythevillagegovernmentinmanagingtheVillage

FundAllocationinDulupiVillage.ThisresearchislocatedinDulupiVillage,

DulupiDistrict,BoalemoRegency.Datawascollectedbymeansoflibrary

research,fieldresearchintheform ofobservations,in-depthinterviews

anddocumentresearch.

BasedonresearchconductedbytheauthorinDulupivillage,30%ofADD

fundscanrunaccordingtotheinstructions,thenfor70%oftheADDis

runninglessoptimallybecauseitismorerealizedinphysicaldevelopment

in2018and2019whilefor2020itismoreaboutprocurementofgoods.

LowhumanresourcesofvillageofficialsandlackofcoordinationonADD

managementareobstaclesintheprocessofmanagingtheVillageFund

AllocationinDulupiVillage.

Keywords:Management,andVillageFundAllocation(ADD)
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakangMasalah

SebagaiNegaraKesatuan,Indonesiamenganutasasdesentralisasi

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan

kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untukmenyelenggarakan

otonomidaerah.KarenaituPasal18UndangUndangDasar1945antara

lainmenyeatakanbahwapembagianDaerahIndonesiaatasdaerahbesar

dan kecildengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan

denganundangundangsebagaimanatelahditerbitkan undang-undang

Nomor32Tahun2004TentangPemerintahDaerahtelahdiaturmengenai

pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana

pemerintah pusatmemberikan kewenangan yang lebih besarkepada

daerahuntukmelakukanserangkaianproses,mekanismedantahapan

perencanaanyangdapatmenjaminkeselarasanpembangunan.

Landasanpemikirandalam pengaturantentangdesayangdianut



dalam UndangUndangNomor:32Tahun2004TentangPemerintahan

Daerahdimanadaerahdiberikanotonomidaerahseluas-luasnyaberarti

pemberiankewenangandankeleluasaankepadadaerahuntukmengelola

dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal.Pemberian

otonomiluaskepadadaerahdiarahkanuntukmewujudkankesejahteraan

masyarakatmelaluipeningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran

sertamasyarakat.Disampingitumelaluiotonomi,daerahdenganberbagai

tingkatan turunannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pemerintahdaerahdalam meningkatkanefisiensidanefektivitas

penyelenggaraanotonomidaerahperlumemperhatikanhubunganantar

susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah,potensidan

keanekaragaman daerah.Aspek hubungan wewenang memperhatikan

kekhususandankeanekaragamandaerahdalam system NegaraKesatuan

Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan,pelayanan umum,

pemanfaatansumberdayaalam dansumberdayalainyyadilaksanakan

secaraadildanselaras.Disampingitu,perludiperhatikanpulapelauang

dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu

menjalankanperannyatersebut,daerahdiberikankewenanganyangsluas

uasnyadisertaidenganpemberianhakdankewajibanmenyelenggarakan



otonomidalam kesatuansystem penyelenggaraanpemerintahanNegara.

Sebagaimanatermaktubdalam UU Nomor6Tahun2014Tetan

Desadijelaskanbahwatingkatanpemerintahandidaerah,gardaterdepan

pelayananberadadipemerintahdesa,dimanaDesamerupakansuatu

kesatuanmasyarakathukum yangmempunyaisusunanasliberdasarkan

hak asalusulyang bersifat istimewa.Landasan pemikiran dalam

mengenaipemerintahandesaadalahkeaneragaman,partisipasi,otonomi

asli,demokratisasidan pemberdayaan masyarakat.Penyelenggaraan

pemerintahandesamerupakansubsistem darisistem penyelenggaraan

pemerintahan,sehinggadesamemilikikewenanganuntukmengaturdan

menguruskepentinganmasyarakatnya.Kepaladesabertanggungjawab

kepadaBadanPerwakilanDesadanmenyampaikanlaporanpelaksanaan

tersebutkepadaBupati.

Dalam membiayaipelaksanaan pemerintahan desa telah diatur

dalam Pasal107 tentang sumberkeuangan desa terdiridarisumber

keuangandesaterdiridaripendapatanaslidesa,bantuandaripemerintah

kabupaten,pemerintahprovinsidanpemerintahsertasumberpenerimaan

daripihakketigadanpinjamandesa.PendapatAsliDesa(PAD)meliputi

hasilusahadesa,kekayaandesa,swadayadanpartisipasisertagotong

royong dan pendapatan lain yang sah.Sementara itu yang dimaksud

bantuandaripemerintahkabupatenmeliputibagiandariperolehanpajak

danretribusidaerahsertabagiandaridanaperimbangankeuanganpusat

dandaerah.



Sumberpendapatan desa sebagaitersebutdiaturdan dikelola

dalam AnggarandanPendapatanDesa(APBDes)yangsetiaptahunnya

ditetapkanolehkepaladesabersamaBPD yangkemudiandituangkan

dalam PeraturanDesa.PemerintahanKabupatendan/ataupihakketiga

yang merencanakan pembangunan bagian dariwilayah desa menjadi

wilayah pemukiman, industry dan jasa, wajib mengikutsertakan

pemerintahandesadanBPD yangdiarahkanpadapemberdayaanatau

peningkatan peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi

daerahyangluas,nyatadanbertanggungjawab.

Selama ini,pembangunan desa masih banyak bergantung dari

pendapatan aslidesa dan swadaya masyarakatyang jumlah maupun

sifatnyatidakdapatdiprediksi.DenganadanyaUndangUndangNomor6

Tahun2014TentangDesasangatjelasmengaturtentangpemerintahan

desa,termasukdidalamnyatentangkewajibanyangtidakbisaditawar-

tawarlagiolehpemerintahkabupatenuntukmerumuskandanmembuat

peraturandaerahtentangAlokasiDanaDesa(ADD)sebagaibagiandari

kewenanganfiskaldesauntukmengaturdanmengelolakeuangannya.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut,pemerintah desa memiliki

sumber-sumberpenerimaanyangdigunakanuntukmembiayaikegiatan

yang dilakukan.Halyang penting untuk diperhatikan adalah adanya

kepastianuntukpembiayaannya.

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan desa dapat

disejahterakan.Walaupuninisemuamasihperludiperjuangkandengan



segenapkemampuanbaikSumberDayaManusiamaupuninfrastruktur

lainnya,untuk persoalan AlokasiDana Desa (ADD)saja,meskitelah

diwajibkanuntukdianggarkandiposAPBD,namunlebihbanyakdaerah

yang belum melakukannya.Untuk itu,seharusnya proses tranformasi

kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua

elemenuntukmenujuOtonomiDesa.

LandasanDasarAlokasiDanaDesa(ADD)iniyaituUndang-Undang

Nomor32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,dan dijabarkan

secarajelasmelaluiUndangUndangNomor6Tahun2014TentangDesa,

PeraturanPemerintahNomor72Tahun2005tentangDesa,Peraturan

MenteriDalam NegeriNomor37 Tahun 2007 tentang pengelolaan

keuangandesa,SuratEdaranMenteriDalam NegeriNomor140/286/SJ

Tanggal17tahun2006perihalPelaksanaanAlokasiDanaDesadanSurat

EdaranMenteriNomor140/1784/2006Tanggal3oktober2006perihal

AtasTanggapanPelaksanaanAlokasiDanaDesa(ADD).

MenindaklajutiperaturantersebutPemerintahKabupatenBoalemo

telah merealisasikan kebijakan pemberian AlokasiDana Desa (ADD)

kepada setiap desa.Pemerintah Kabupaten mengeluarkan Peraturan

BupatiTentangPengelolaanAlokasiDanaDesadalam WilayahKabupaten

Boalemo.AdapunbesarAlokasiDanaDesa(ADD)yangdidistribusikan

padasetiapdesapadasetiaptahunbervariasiyangbersumberdaribagian

dana perimbangan keuangan pusatdan daerah yang diterima oleh

kabupaten/kota.



Apabila melihatjumlah anggaran yang diberikan kepada desa

melaluiAlokasiDanaDesa,makamunculpertanyaanapakahdesabeserta

elemenyang adasudah mampumelaksanakanpengelolaananggaran

tersebutsecarabaik.Halinimengingatbahwadesayangdulunyasebelum

melaksanakanpembangunanhanyamendapatbantuankeuanganyang

terbatas dan pengelolaannya masih sangatsentralistis oleh satuan

instansipemerintahan,akantetapisetelahkebijakanalokasidanadesa

diberlakukan sekarang ini,desa mendapatkan alokasianggaran yang

cukup besardan pengelolaannya dilakukan secara mandiri,sehingga

keraguanterhadap kemampuandesasecarainternaluntukmengelola

alokasidanatersebutmasihdipertanyakan.

Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-

keterbatasan tertentu khususnya pada organisasipemerintahannya,

sehingga haltersebutjuga akan mempengaruhidalam pengelolaan

alokasidana desa.Adapun mengenaiketerbatasan yang dimaksud

tersebut,Wasistiono dan tahir(2006:96)menyatakan bahwa,unsur

kelemahanyangdimilikiolehpemerintahandesapadaumumnyayaitu:(1)

Kualitassumberdayaaparaturyangdimilikidesapadaumumnyamasih

rendah.(2)Belum sempurnanyakebijakanpengaturantentangorganisasi

pemerintahdesa.(3)Rendahnyakemampuanperencanaanditingkatdesa,

sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output

(hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari

masyarakat yang merupakan input darikebijakan.(4) Sarana dan



prasaranapenunjangoperasionaladministrasipemerintahmasihsangat

terbatas,selain mengganggu efisiensidan efektivitas pelaksanaan

pekerjaan,juga berpotensimenurunkan motivasiaparat pelaksana,

sehingga pada akhirnya menghambatpencapaian tujuan,tugas dan

pekerjaan.Halsama juga yang dialamioleh pemerintah Desa Dulupi

KecamatanDulupiKabupatenBoalemodenganketerbatasankemampuan

sumberdayamanusiayangmemilikiperandalam pengelolaanalokasi

danadesa.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

DulupiterdapatbeberapayangtampakdarikegiatanpengelolaanAlokasi

DanaDesa(ADD)yaitupadapembangunanfisik,sepertiGedungPKK,

Drainase,dan Semennisasi,kemudian pada dari tahun ke tahun

melanjutkan pembangunan fisik,diantaranya pembangunan gedung

SaranaIbadah,lapanganVolly,MPKmasyarakat,danpapinggedungPKK.

Ditahun2018sudahtampaksebagianhasildaripengelolaanAlokasiDana

Desa(ADD)tersebutkhususpadapembangunanfisik,tahun2019ini

sendiriDesaDulupitidakadamelakukanuntukpembangunanfisik,hanya

pengadaan barang diantaranya Mesin lampu,Mesin Rumput untuk

pembersihan lingkungan fasilitas umum,pompa untuk setiap rukun

tetangga(RT),tanamandanternak.

Namun,setelahpenulismelakukanobservasiawalternyatadalam

pengelolaanAlokasiDanaDesatersebutmasihbelum berjalanmaksimal

sesuaidengantujuanADDtentangpedomanPengelolaanAlokasiDana



Desa,halinidapatdilihatdarikurangnyapemberdayaanyangdilakukan

kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan

pengembangan sosialbudaya.Mengenaihaltersebuttentunya akan

memunculkanberbagaipermasalahansosialdanekonomiyangsangat

menarikuntukdikajiberkaitandalam prosespengelolaanalokasidana

desa didesa.Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut

sangatpentinguntukdilakukan,yaitudenganmelakukanpenelitianuntuk

mengamatidanmencermatiprosespengelolaanalokasidanadesayang

selama initelah dilaksanakan,agardapatmengetahuiapakah dalam

prosestersebutberjalandenganbaik.

Mengingatalokasidanadesasangatdibutuhkanolehmasyarakat

demitercapainyakesejahteraandanpembangunandidesaDulupiagar

berjalanefektifdanefisien,makapenelititertarikuntukmengambiljudul

“Pengelolaan AlokasiDana Desa diDesa DulupiKecamatan Dulupi

KabupatenBoalemo”.

1.2.IdentifikasiMasalah

Padapengamatanawalpenulismengadakanobservasilapangan,

terdapatbeberapapersoalanyangterjadiadalahsebagaiberikut:

1.PengelolaanAlokasiDanaDesamasihdirasakanbelum maksimal.

2.PengelolaanAlokasiDanaDesamasihseringtersendatsendat.

3.PengelolaanAlolakasiDanaDesamasingtumpangtindih.

1.3.RumusanMasalah



Berdasarkanlatarbelakang yangtelahdiuraikandiatas,makayang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“BagaimanakahPengelolaanAlokasiDanaDesadiDesaDulupiKecamatan

DulupiKabupatenBoalemo?”

1.4.TujuanPenelitian

Sesuaidenganrumusanmasalahdiatas,makatujuanPenelitianini

adalahuntuk:UntukmengetahuiImplementasiPengelolaanAlokasiDana

DesadiDesaDulupiKecamatanDulupiKebupatenBoalemo.

1.5.ManfaatPenelitian

Manfaatdaripenelitian iniadalah terkaitdengan implementasi

pengelolaan AlokasiDana Desa diDesa DulupiKecamatan Dulupi

Kabupaten Boalemo. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat

dikontribusikanolehpenelitimelaluipenelitianini:

1.ManfaatTeoristis

a.Secarateoristis,hasilpenelitianinidiharapkandapatmemperkaya

teoriteoritentangpengelolaanalokasidanadesa.

b.Hasilpenelitian inidiharapkan dapatmemberikan pengayaan

pengetahunapadamaterikuliahterkaitpemanfaatandanadesa.

2.Manfaatpraktis

a.Penelitian inidiharapkan dapatmeningkatkan pengetahuan dan

pengalamannyatadalam bidangilmutentangpengeloaandana

desadalam pemerintahandidesa.

b.Hasilpenelitianinidiharapkandapatdigunakansebagaimasukan



kepada aparat pemerintah desa Dulupi untuk meningkatkan

kualitaspengelolaansehinggaterciptapengelolaanyangbaikyang

ditandaidenganadantaketertibanadministrative.

BABII



TINJAUANPUSTAKA

2.1.PemerintahDesa

Pemerintahmerupakanlembagayangmemilikikewenanganuntuk

membuatkebijakandalam bentukpenerapanhukum danundang-undang

dikawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada dibawah

kekuasaan mereka.Pemerintah dalam artiluas didefinisikan sebagai

suatubentukorganisasiyangbekerjadengantugasmenjalankansuatu

sistem pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit pengertian

pemerintahadalahsuatubadanpersekumpulan yangmemilikikebijakan

tersendiriuntuk mengelola,mengatur,serta mengaturjalannya suatu

sistem pemerintahan.

Pemerintahan merupakan organisasiatau wadah orang yang

mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan

aktivitas.Pemerintahanadalahprosesataucarapemerintahmemegang

wewenangekonomi,politik,administrasigunamengelolaurusan-urusan

negarauntukkesejahteraanmasyarakat.Pemerintahandalam artiluas

adalahsemuamencakupaparaturnegarayangmeliputisemuaorgan-

organ,badanataulembaga,alatkelengkapannegarayangmenjalankan

berbagaiaktivitasuntukmencapaitujuannegara.Lembaganegarayang

dmaksudadalaheksekutif,legislatif,danyudikatif.

BerdasarkanUndang-UndangNomor6Tahun2014TentangDesa

pasal1mengartikanDesasebagaiberikut:Desaadalahdesadandesa



adatatauyangdisebutdengannamalain,selanjutnyadisebutdesa,adalah

kesatuanmasyarakathukum yangmemilikibataswilayahyangberwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan

masyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat,hakasal-usul,

dan/atau hak tradisionalyang diakuidan dihormatidalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut

menjelaskanbahwadesamempunyaiwewenanguntukmengurussendiri

pemerintahannya.

BerdasarkanPasal1angka2UUNo6Tahun2014,Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatsetempatdalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

RepublikIndonesia.Didalam pemerintahandesatidakhanyaterdiridari

kepaladesabesertaperangkat-perangkatlaindibawahnya,namunjuga

terdiridarimasyarakatsetempatyangtergabungmenjadisuatukelompok

yangdisebutBadanPermusyawaratanDesa(BPD).

Pemerintahandesaadalahunsurpenyelenggaradesa,pemerintah

desaterdiriataskepaladesadanperangkatdesa,pemerintahandesa

mempunyaitugaspokok:

1.Melaksanakanurusanrumahtanggadesa,urusanpemerintahan

umum,pembangunandanpembinaanmasyarakat.

2.Menjalankan tugas pembantuan daripemerintah,pemerintah

provinsi,danpemerintahkabupaten.



Penyelenggaraan pemerintahan desa menghormatisistem nilai

yang berlaku dalam adatistiadatdan budaya masyarakatsetempat,

namunharustetapmengindahkansistem nilaibersamadalam kehidupan

berbangsadanbernegara.Pemerintahdesaharusmampumewujudkan

peran aktifmasyarakat,agarmasyarakatmerasa memilikidan turut

bertanggungjawabterhadapperkembangankehidupanbersamasebagai

sesama warga desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus

mengakomodasiaspirasimasyarakat yang diartikulasidan diagresi

melaluiBadan Perwakilan Desa (BPD)dan Lembaga Kemasyarakatan

sebagaimitra pemerintah desa.Dalam menjalankan pemerintahannya,

kepala desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan

memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan.

Penyelenggaraanpemerintahanininantinyatidakakanditetapkansendiri,

melainkan akan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan

Desa(BPD).

SusunanpemerintahandesaterdiridariPemerintahDesa(Pemdes)

dandiBadanPerwakilanDesa(BPD).Pemdesdipimpinolehkepaladesa

dandibantuperangkatdesayangbertanggungjawablangsungkepada

kepaladesa.BPDadalahbadanperwakilanyangterdiridariataspemuka

masyarakatyangadadidesadanberfungsimengayomiadatistiadat,

membuatperaturandesa(Perdes),menampungdanmenyalurkanaspirasi

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara

pemerintahandesa.Widjaya(2013:18)



Struktur organisasi desa adalah sebuah komponen yang

menjelaskantentangkomposispemerintahandesa.BerikutiniStrukutur

OrganisaiPemerintahanDesadapatdilihatpadatabelberikut:

MenurutUUNo.6Tahun2014TentangDesa,Dalam Melaksanakan

Pemerintahandesa,terdapattugaspemerintahanyangharusdilakukan

olehtiapdesa.

BerikutiniadalahtugaspemerintahDesa:

1.MemimpinpenyelenggaranPemdesberdasarkankegiatanyangdi

tetapkanbersamaBPD

2.MengajukanRencanaPeraturanDesa

3.MenetapkanPeraturanDesa

4.MengajukanRencanaAPBDes

5.MembinakehidupanMasyarakatDesa

6.MembinaperekonomianDesa

7.MengkoordinasiakanPembangunanDesasecarapartisipatifdan

SwadayaMasyarakat

8.MeningkatkanKesejahteraanrakyat

9.Ketentramandanketertiban

10.MenjalinhubungankerjasamadenganmitraPemdes

11.PengembanganPendapatanDesadansebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa,terdapatpembagian

wewenang darimasing - masing perangkat desa sebagaibentuk

perwujudankemandirianDesa.pembagianwewenangdalam menjalankan



pemerintahan Desa sangatdiperlukan agarpemerintahan Desa dapat

terselenggaradenganbaiksesuaidenganUndang–Undangyangtelah

ditentukan.Pembagianwewenangdarimasing-masingperangkatdesa

diwujudkandenganadanyastrukturorganisasidaritiap–tiapdesa.

2.2.Pengelolaan

PengelolaanPengelolaanitusendiriakarkatanyaadalah“kelola”,

ditambahawal“pe”danakhiran“an”.Istilahlaindaripengelolaanadalah

“manajemen”.Manajemenadalahkatayangaslinyadaribahasainggris,

yaitu management yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan,

pengelolaan.Kemudian G.R Terry dalam Malayu Hasibuan (2005:3)

mengatakan bahwamanajemen adalah suatu prosesyang khasyang

terdiridaritindakan-tindakanperencanaan,pengorganisasian,pengarahan,

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai

sasaran-sasaranyangtelahditentukanmelaluipemanfaatansumberdaya

manusiadansumber-sumberdayalainnya.

Kata “Pengelolaan”dapatdisamakan dengan manajemen,yang

berartipula pengaturan atau pengurusan (SuharsimiArikunto,1993).

Pengelolaandiartikansebagaisuaturangkaianpekerjaanatauusahayang

dilakukan oleh sekelompokorang untukmelakukan serangkaian kerja

dalam mencapaitujan tertentu.Dikatakan manajemen adalah suatu

proses perencanaan dan pengambilan keputusan,pengorganisasian,



memimpin dan pengendalian organisasimanusia,keuangan,fisikdan

informasisumberdayauntukmencapaitujuanorganisasisecaraefisiensi

dan efektif.Nanang Fattah (2004)berpendapatbahwa dalam proses

manajementerlibatfungsi-fungsipokokyangditampilkanolehseorang

manajerataupimpinan,yaituperencanaan(planning),pengorganisasian

(organising),pemimpin (leading),dan pengawasan (controlling).Oleh

karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan,

mengorganising,memimpin,danmengendalikanupayaorganisasidengan

segalaaspeknyaagartujuanorganisasitercapaisecaraefektifdanefisien.

Manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian,

pengarahan,danpengawasan,usaha-usahaparaanggotaorganisasidan

pengguna sumber daya organisasi lainya untuk mencapai tujuan

organisasiyangtelahditetapkan.Stonermenekananbahwamanajemen

dititikberatkanpadaprosesdansistem.Olehkarenaitu,apabiladalam

sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

penganggaran,dansystem pengawasantidakbaik,prosesmanajemen

secarakeseluruhantidaklancarsehinggaprosespencapaiantujuanakan

tergangguataumengalamikegagalan(ShyhabuddinQalyubi,2007).

Berdasarkandefinisimanajemendiatassecaragarisbesartahap-

tahap dalam melakukan manajemenmeliputimelakukanperencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan

merupakanprosesdasardarisuatukegiatanpengelolaandanmerupakan

syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian



pengorganisasianberkaitandenganpelaksanaanperencanaanyangtelah

ditetapkan.Sementara itu pengarahan diperlukan agarmenghasilkan

sesuatuyangdiharapkandanpengawasanyangdekat.Denganevaluasi,

dapatmenjadiproses monitoring aktivitas untukmenentukan apakah

individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan sumber-

sumbernyasecaraefektifdanefisienuntukmencapaitujuan.

2.3. AlokasiDanaDesa(ADD)

Alokasidanadesa(ADD)diderivasidariformulasiDAU dengan

beberapaproposisitambahan.Dalam beberapahaltujuankeadilandalam

transferdana,mendorong semangatdesentralisasi,tidakdiskriminatif,

transparan,sederhanadanmendorongkemajuandesa penerimamenarik

untuk diterima sebagailandasan.Maksud AlokasiDana Desa (ADD)

adalahuntukmembiayaiprogram PemerintahDesadalam melaksanakan

kegiatanpemerintahdanpemberdayaanmasyarakat,dengantujuan:

1.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatansesuaikewenangannya

2.Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa

dalam perencanaan,pelaksanaandanpengendalianpembangunan

secarapartisipatifsesuaidenganpotensidesa

3.Meningkatkanpemerataanpendapatan,kesempatanbekerjadan

kesempatanberusahabagimasyarakatdesa

4.Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.



SumberPendapatanDesayangtelahdimilikidandikelolaolehDesa

tidakdibenarkan diambilalih oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah.BagiandaridanaperimbangankeuanganPusatdanDaerah

yangditerimaolehPemerintahKabupatenditerjemahkansebagai

ADD.

Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan,tetapiharuslah

keadilan(berdasarkankarakterkebutuhandesa).Sehinggabesarnyadana

yangditerimasetiapdesaakansangatbervariasisesuaidengankarakter

kebutuhan desanya.Terdapattiga kata kunciyaitu pemerataan,40

keadilandankarakterkebutuhandesayangterdiridaritujuhfaktoryaitu:

1).kemiskinan(jumlahpendudukmiskin),

2)Pendidikandasar,

3)Kesehatan,

4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota

Kabupaten/KotadanKecamatan),

5)Jumlahpenduduk,

6)Luaswilayah,dan

7)Potensidesa(diproksikanterhadaptargetpenerimaanPBBDesaper

hektar).

LebihlanjutSuratEdaranMenteriDalam NegeriNo.140/640/SJ,

tanggal22 Maret2007 perihal“Pedoman AlokasiDana Desa dari

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan

formulasisebagaiacuan bagidaerah dalammenghitung AlokasiDana



Desa.Rumusyangdipergunakanberdasarkanasasmeratadanadil.Asas

merataadalahbesarnyabagianADDyangsamauntuksetiapdesa,atau

AlokasiDanaDesaMinimal(ADDM),sedangkanasasadiluntuksetiap

desa berdasarkan nilaibobotdesa yang dihitung dengan rumus dan

variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan,

Pendidikan,Kesehatan,danlainlain)ataudisebutsebagaiAlokasiDana

DesaProporsional(ADDP).

Penetapan besarnya AlokasiDana Desa (ADD)dariPemerintah

Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa

ketentuansebagaiberikut:

1.Daribagihasilpajakdaerahkabupaten/Kotapalingsedikit10%

untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

sebagaimanaUUNo.34Tahun2000tentangperubahanAtasUU

No.18Tahun1997tentangPajakDaerahdanRetribusiDaerah.

2.DariretribusiKabupaten/Kotayaknihasilpenerimaanjenisretribusi

tertentudaerahKabupaten/Kotasebagiandiperuntukanbagidesa,

sebagaimanadiamanatkandalam UU No.34tahun2000tentang

PerubahanatasUUNo.18Tahun1997tentangPajakDaerahdan

RetribusiDaerah.

3.BantuankeuangankepadadesayangmerupakanbagiandariDana

Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh

Kabupaten/kotaantara5% sampaidengan10%.Persentaseyang

dimaksudtersebutdiatastidaktermasukDanaAlokasiKhusus.



DasarpemberianAlokasiDanaDesa(ADD)adalahamanatPasal

212ayat(3)UU No.32Tahun2004tentangPemerintahanDesa,yang

ditindaklanjutidenganPPNo.72Tahun2005tentangDesa,khususnya

pasal68ayat(1).SedangkanperhitunganbesaranADDdidasarkanpada

SuratMenteriDalam Negeritanggal22 Maret2003 No.140/640/SJ

perihalPedoman AlokasiDanaDesadariPemerintah Kabupaten/Kota

kepadaPemerintahDesa.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari

keuangannegara,sebagaimanadiaturdalam Undang–UndangNomor17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Keuangan Desa didefinisikan

sebagaisemuahakdankewajibandesayangdapatdinilaidenganuang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat

dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajibantersebut.Darisifatpengelolaannya,keuangandesadapatdibagi

menjadikeuangan desa yang sifatpengelolaannya dilakukan secara

langsungyangberupaAnggaranPendapatandanBelanjaDesa(APBDesa)

dankeuangandesayangsifatpengelolaannyadilakukansecaraterpisah

olehBadanUsahaMilikDesa(BUMDesa).

MenurutUndang–undangNomor6Tahun2014tentangdesa,Bab

VIIITentang Keuangan Dan AsetDesa Pasal72,sumber-sumber

pendapatandesaterdiridari:

1.PendapatanasliDesayangterdiridariHasilUsahaDesa,Hasil

Kekayaan



2.Desa,hasilSwadayadanpartisipasimasyarakat,hasilgotong

royong,danlain-lain

3.PendapatanAsliDesa

4.AlokasidariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara,

5.BagihasilpajakdaerahdanretribusidaerahKabupaten/Kota;

6.Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana

perimbangandaridana

7.perimbanganyangditerimakabupaten/kota.

8.Bantuan keuangan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahProvinsidan

9.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupaten/Kota

10.Hibahdansumbangandaripihakketigayangtidakmengikat

11.Lain–lainpendapatandesayangsah.

SementarahalyangsamajugadiambildaridefinisiAlokasiDana

DesamenurutPermendagri Nomor37Tahun2007tentangPedoman

PengelolaanKeuanganDesapadapasal18bahwaAlokasiDanaDesa

berasaldariAPBD Kabupaten/Kotayang bersumberdaribagianDana

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh

Kabupaten/Kotauntukdesaminimal10%.

AlokasiDanaDesaadalahdanayangdialokasikanolehpemerintah

Kabupaten / Kota untuk Desa,yang bersumber daribagian dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program



pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan

meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam

perencanaan,pelaksanaan,dan pengendalian pembangunan secara

partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan

pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan

swadayagotong-royongmasyarakat.

AlokasiDana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan

keuanganantartingkatpemerintahanyaituhubungankeuanganantara

pemerintahankabupatendenganpemerintahandesa.Dalam Peraturan

BupatiBoalemoNomor3Tahun2017TentangTataCaraPengalokasian,

Pengorganisasian,Penggunaan,PengawasandanEvaluasiAlokasiDana

Desa padaPasal1,ayat15bahwaADDadalahDanaAPBDKabupaten

Boalemo yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk

bantuankeuangankepadaDesauntukmenyelenggarakanotonomiDesa

agar dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman

partisipasi,otonomiasli,demokratisasidanpemberdayaanmasyarakat.

AlokasiDana Desa diDesa Dulupimerupakan suplay dari

pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaisarana penunjang dan juga

impulsuntukpembangunandanpemberdayaanmasyarakatyangadadi

desa Dulupi,dimana bantuan tersebut digunakan sebagaifasilitas

masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas.

Artinya,anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait



sepenuhnyaadalahuntukfasilitaspembangunandanpemberdayaandesa

sebagaisalahsatulembagayangandildalam formatkepemerintahaan.

Danatersebutharusdigunakandandialokasikansebagaimanamestinya

sesuaidenganUndang-Undangdanketentuanyangberlakuyangtelah

ditetapkanpemerintahIndonesia,sehinggaAlokasiDanaDesatersebut

mampumeningkatkanpembangunandesa,partisipasimasyarakatdalam

memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk

kedepan.

AlokasiDanaDesa(ADD)AlokasiDanaDesabiasadisebutdengan

ADD adalah Alokasikhusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah

melaluiPemerintahDaerah(Kabupaten).Tujuanutamanyaadalahuntuk

mempercepatpembangunantingkatDesabaikpembangunanfisik(sarana

pra-sarana)maupunsumberdayamanusia.

Dalam PP72/2005pasal1ayat11disebutkan:AlokasiDanaDesa

adalahdanayangdialokasikanolehPemerintahKabupaten/Kotauntuk

Desa,yangbersumberdaribagiandanaperimbangankeuanganpusatdan

daerahyangditerimaolehKabupaten/Kota.KemudianPasalPenjelasPP

72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana

perimbangankeuanganpusatdandaerah”adalahterdiridaridanabagi

hasilpajakdansumberdayaalam ditambahDanaAlokasiUmum (DAU)

setelahdikurangibelanjapegawai.Dalam PasalPenjelaspuladisebutkan

bahwaAlokasiDanaDesaadalah70% untukpemberdayaanmasyarakat

danpembangunanserta30%untukPemerintahanDesadanBPD.Alokasi



DanaDesaselanjutnyadisebutADD adalahdanayangbersumberdari

APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antardesa untuk mendanaikebutuhan desa dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta

pelayananmasyarakat.AlokasiDanaDesa(ADD)merupakanperolehan

bagiankeuangandesadariKabupatenyangpenyalurannyamelaluiKas

Desa.

Adapun dalam keputusan BupatiBoalemo tentang Pedoman

PelaksanaanAlokasiDanaDesa(ADD),AlokasiDanaDesaadalah:Dana

yang berasaldaridana penerimaan APBD yang bersumberdaridana

perimbangan keuangan pusatdan daerah,pajakdan retribusidaerah

tertentu,sertabagihasilpajakprovinsiyangdialokasikansecaraadildan

merata bagidesa diKabupaten Boalemo yang dianggarkan melalui

RencanaKerjaAnggaran(RKA)danDokumenPelaksanaAnggaran(DPA)

bagianKeuanganSekretariatKabupatenBoalemo,dimanapenyalurannya

melaluiBadanPemberdayaanMasyarakatBoalemo.

2.4. PengelolaanAlokasiDanaDesa.

Dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa,mulai dari tahap

perencanaan,pelaksanaan,pengawasan ,dan pertanggungjawaban,

berpedomanpadaPeraturanBupatiBoalemoNo.20Tahun2019tentang

Pedoman Teknis .Pengelolaan AlokasiDana Desa,yang dijabarkan

sebagaiberikut:



2.4.1.Perencanaan

Berdasarkan UU Desa pada pasal78 dan 79 mensyaratkan

keharusan bagiPemerintah Desa untuk melaksanakan perencanaan

pembangunanDesadalam rangkamenyusunvisibersamamembangun

DesaantaramasyarakatdanpemerintahDesayangdiselaraskandengan

rencana pembangunan Kabupaten/Kota kemudian dituangkan dalam

RPJMD danRPKD yangditetapkandenganperaturanDesa.Kemudian

paadapasal115PP43Tahun22014tentangperaturanpelaksanaanUU

No6Tahun20114tentangDesamenyatakanperencanaanpembangunan

Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun

rancanganRPJM Desa,RKPDesa,dandaftarusulanRKPDesa. (Shuida,

Nyoman,2014:32)

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan

Desa harus sesuaidengan kewenangannya kemudian mengacu padu

perenecanaanpembangunanKabupaten/Kota.Haltersebutdiharapakan

dapat memperjelas konssitensi dalam perncanaan, penganggaran,

pelaksanaansertapengawasan.

PedomandanMekanismeperencanaan,pelaksanaan,

pertanggungjawaban,danpengawasanADDmenurutPeraturanMenteri

Dalam NegeriRepublikIndonesiaNomor113Tahun2014pasal20,24,38,

dan44tentangPengelolaanKeuanganDesa.Adalahsebagaiberikut:



PerencanaanAlokasiDanaDesa(ADD)

1.SekretarisDesamenyusunRancanganPeraturanDesatentang

APBDesaberdasarkanRKPDesatahunberkenaan.

2.Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa

tentangAPBDesakepadaKepalaDesa.

3.Rancangan peraturan Desa Tentang APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat(2)disampaikan Kepala Desa kepada

BadanPermusyawaratanDesa(BPD)untukdibahasdandi

sepakatibersama.

4.Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati

bersamasebagaimanadimaksudpadaayat(3)palinglambat

bulanOktobertahunberjalan.

Dalam pelaksanan perencanaan AlokasiDana Desa,Sebelum

merencanakannya,terlebih dahulu dilakukan penentuan besaran ADD.

Penentuan besarnya dana ADD yang akan diterima setiap desa di

KabupatenBoalemoditentukanberdasarkanpenghitunganADDMinimal

danADDProporsional.ADDMinimalmerupakandanayangdialokasikan

untukADDyangdibagisecarameratakepadaseluruhdesa,sedangkan

ADD Proporsional ditentukan berdasarkan nilai bobot desa yang

ditentukandandirumuskanolehTim FasilitasiKabupatensertaditetapkan

dalam KeputusanBupati.

2.4.2.Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang bersumberdariAlokasi



DanaDesadilaksanakanolehtim pelaksanaAlokasiDanaDesayang

terdiridariTim Pengarah,tim pendamping,dan tim fasilitasi.Tim

pengarah berasal dari unsur pemerintahan daerah yang bertugas

memberikan arahan berupa kebijakan pelaksanaan ADD.Tim fasilitas

teknis,berasaldariunsurpemerintah daerah yang tugas pokoknya

berkenandenganmasalahtekniskeuangan,sepertiperhitunganADD.Dan

tim pendampingyangbertugasmembantupelaksanadalam menyusun

rencanateknispenggunaanADD.

PadaprosespelaksanaananggaranyangberadadiDesa dapat

dilihatdaritransaksiataspenerimaandanpengeluaranDesa.Dimana

pada tahap penerimaan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaan

pencairannyaberdasarkanwewenangpelaksanaannyamelaluirekening

kasdesatersebut.NamunhalinitidakberlakubagiDesayangbelum

memilikifasilitasyangmemadaisepertipelayananperbankan,bagidesa

yangbelum memilikipelayananperbankanmakadiaturolehpemerintah

Kabupaten/Kotadilaksanakansecaramanualberdasarkanbuktidukungan

yangsahdanlengkap.

Adabeberapaaturandalam pelaksanaanpengelolaankeuangan

Desa.(Sujarweni,2015:19).Yaknisebagaiberikut

1.Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai

penerimaanDesaselainyangditetapkandalam Perdes,

2.Bendaharadapatmenyimpanuangdalam kasDesapadajumlah

tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional



pemerintahDesa,

3.Pengaturanjumlahuangdalam kasDesaditetapkandalam

peraturanBupati/Walikota

4.PengeluarandesayangmengakibatkanbebanpadaAPBDesadi

tetapkanmenjadiPerdes,

5.PengeluaranDesatidaktermasukuntukbelanjapegawaiyang

bersifatmengikatdanoprasionalperkantoranyangditetapkan

dalam peraturanKepalaDesa,

6.Penggunaanbiayayangtakterdugaterlebihdahuluharusdibuat

RincianAnggaranBiayayangdisahkanolehKepalaDesa,

7.Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk

melaksanakankegiatanharusdisertaidengandokumenantara

lainRAB.

8.RABdiverifikasiolehSekretarisDesadandisahkanolehKepala

Desa.

9.Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan

pengeluaranyangmenyebabkanatasbebananggaranbelanja

kegiatandenganmempergunakanbukupembantukaskegiatan.

Dalam pengelolaan AlokasiDana Desa (ADD) pada tahap

Pelaksanaanmeliputikegiatansebagaiberikut.

a.SetelahPeraturanDesatentangAPBDesaditetapkan,makatim

PelaksanaAlokasiDanaDesa(ADD)TingkatDesadapatmulai

melakukan kegiatan yang diawalidaripenyusunan program



kegiatanyangdidanaidariAlokasiDanaDesa(ADD).

b.Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan

dikelolaolehTim PelaksanabidangPemerintahan

c.AlokasiDanaDesauntukpemberdayaanmasyarakatdikelola

olehTim PelaksanaBidangPemberdayaanPemerintahan

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bahwa pelaksanaan

adalahsebuahkegiatanyangdilakukansetelahperencanaanyangdisusun

secaramatanguntukmewujudkanhasilyangdinginkanolehpemerintah

Desa.

2.4.3.Pengawasan

MenurutSuharnoNS,(2004:128).Pengawasanadalahkegiatan

yang membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah

dilaksanakandengankriterianorma-normastandarataurencanayang

telahditetapkansebelumnya.

MenurutSuharto(2010:118)tujuanpengawasanmeliputi

1.Mengetahui bagaimanaa input sumber–sumber dalam

rencanadigunakan.

2.Bagaimanakegitan-kegiatandalam implementasidigunakan.

3. Apakahrentanwaktuimplementasiterpenuhisecaratepat

atautidak.

4.Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan

implementasiberjalansesuaiyangdiharpakan

Pengawasan(ADD)berdsarkanPeraturanBupatiBoalemoNo.12



Tahun2019,BabVITentangPengawasanADD,Pasal13bahwa:

1)PengawasansecarainternalolehKepalaDesasecararutin

setiapbulansekalidenganmelakukanpemeriksaan

administrasikeuanganAlokasiDanaDesa;

2) Hasilpemeriksaandituangkandalam beritaacara

PemeriksaanKassebagaimanalampiranPeraturanBupatiini;

3)Pengawasanolehmasyarakatsebagaibentukcontrolsosial

terhadappelaksanaanADD;

4)PengawasanolehunsurInspektoratKabupatenBoalemo

sebagaipengawasaninterenKabupatenBoalemoyang

merupakanpengawasanumum terhadappenyelenggaraan

PemerintahDesa;

5)PengawasanolehpemerintahKabupatendanCamat

sebagaimanadiaturdalam PeraturanPemerintahN0.47

Tahun2015TentangPerubahanAtasPeraturanPemerintah

N0.43Tahun2014TentangPeraturanPelaksanaanUndaan-

UndangNomor6Tahun2014TentangDesaperlu

menetapkanTataCaraPengalokasian,Penggunaan,

PemantauandanEvaluasiAlokasiDanaDesa.

TahapanpengawasanterhadappelaksanaanADDdanpengelolaan

dilaksanakan,antaralain:

1.Proses perencanaan, yang terkait dengan proses

pembentukan Tim Pelaksana ADD dan perencanaan



penggunaandanaADDyangdidasarkanpadaskalaprioritas

PembangunanDesa

2.Prosespencairan dana ADD dan penyerahannya kepada

masing-masing Pengelola yang telah ditetapkan

sebelumnya

3.ProsespelaksanaankegiatanyangdidanaidaridanaADD

terkaitdenganjadwal,efisiensi,kelayakanpembiayaan,dan

tertibadministrasipembukuanpengelolaandanaADD

4.BerpedomanpadaprinsippengelolaanADD,makasetiap

proyek fisik yang didanai ADD Kepala Desa wajib

menerbitkan SuratPerintah Kerja (SPK)kepada LPMD

sebagaipelaksana,dan dapatmemasang papan nama

proyeksebagaimedia informasikepada publiksebelum

proyektersebutdilaksanakan.

Dalam halterjadipenyimpanganataupenyalagunaanADD

pada tingkat desa, dapat mungkin diselesaikan oleh Tim

PendampingKecamatandenganketentuan:

a)Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada bupati

melaluiTim FasilitasiKabupatenterhadappenyimpangandan

penyalahgunaanADD

Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya

penyimpanganataupenyalahgunaanADD,makadilakukanpemeriksaan

sesuaidengantatacarayangberlakuolehAparatPengawasFungsiona



2.4.4.PertanggungJawaban

Pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Harus bisa di

pertanggungjawabkan dihadapan masyarakat Pertanggungjawaban

merupakansystem yangmengukurberbagaihasilyangdicapaiolehpusat

pertanggungjawaban menurut informasiyang dibutuhkan oleh para

pimpinan”(Hansen,2005:116)

Pada Pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan

sepenuhnya,adapunPertanggungjawabanADDmeliputi:

1.Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabkan

laporanpelaksanaanAPBDesakepadaBupati/WaliKotapada

akhirtahunanggaran.

2. LaporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDesa,

padaayat(1)terdiridaripendapatan,belanja,danpembiayaan.

3.LaporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDesa

padaayat(2)ditetapkandenganPerdes.

4.Perdes Tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaanAPBDesapadaayat(3)dilampiri.

a)Format Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaanAPBDesatahunanggaranberkenaan.

b)FormatLaporankekayaanMilikDesaper31Desember

Anggaranberkenaan.

c)FormatLaporanProgram PemerintahdanPemerintah

DaerahyangmasukkeDesa.



5.LaporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDEesa

merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan

penyelenggaraanPemerintahDesa.

6.LaporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDEesa

dinformasikankepadamasyarakatsecaratertulisdandengan

mediainformasiyangmudahdiaksesolehmasyarakat.

7.LaporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDEesa

disampaikankepaadaBupati/WalikotamelaluiCamat.

8.LaporanpertanggungjawabanrealisasipelaksanaanAPBDesa

disampaikanpalinglambat1(satu)bulansetelahakhirtahun

anggaran.

Setiap bentuk pelaporan ada limitwaktu yang diberikan

kepada Perintah Desa,hal tersebut sebagaimana ketentuan

PeraturanBupatiBoalemo,Berdasarkanpengertiandiatasdapat

disimpulkanbahwapertanggungjawabanmerupakansystem yang

mengukurperencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam

berbagaihasilyangdicapaiolehsetiappusatpertanggungjawaban

yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuklaporan yang

jelas.

2.5.KerangkaBerfikir

Dalam penelitian iniadapun yang menjadikerangka pemikiran

tentangPengelolaanAlokasiDanaDesaDiDesaDulupiKecamatanDulupi

KabupatenBoalemodapatdijelaskanpadabaganberikut:



Gambar:KerangkaBerfikir.

BABIII

METODEPENELITIAN

3.1 JenisdanPendekatanPenelitian

Jenispenelitianyangdigunakanolehpenulisdalam penelitianini

adalahdenganmenggunakanjenispendekatanpenelitiankualitatif,yaitu

penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proporsi dan

menjelaskanmaknadibalikrealitasocialyangterjadi.Penelitiankualitatif

dapatdidefinisikanjugasebagaiprosedurpenelitanyangmenghasilkan

datadeskiritifberupakata-katatertulisataulisandariorang-orangdan

perilakudapatdiamati.(Moleong,2014:4)

Penelitian inibertujuan untuk memperoleh gambaran secara

lengkapdandetailtentangkejadiandanfenomenayangterjadipadaobjek

PEMERINTAHDESADULUPIKECAMATAN

DULUPI KABUPATENBOALEMO

PENGELOLAANALOKASIDANA

DESA

1.PERENCANAAN

2.PENGORGANISASIAN

3.PELAKSANAAN

4.PENGAWASAN



sehingga memberikan gambaran secara utuhtentang fenomena yang

terjadi(Sanjaya,2013:60).

Penelitiankualitatiftidakhanyamenarikgeneralisasikesimpulan

bagisuatu populasi,tetapilebih berfokus kepada representasisuatu

fenomena sosialyang terjadipada saatitu.Melaluipendekatan ini,

penelitianiniberusahamengetahuibagaimanapengelolaanAlokasiDana

DesadiDesaDulupi,KecamatanDulupi,KabupatenBoalemo.

3.2JenisdanSumberData

Sumberdata merupakan sebagaiawaldarimana datangnya

datadansebagaifaktorpentingyangmenjadipertimbanganpadasetiap

penentuanmetodepengumpulandata.Sumberdatainformasipenelitian

dapatdiklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder.

(IkshanArfan,2012:64).

Adapunjenisdansumberdatasebagaiberikut:

3.2.1DataPrimer

Dataprimerdalam penelitianyangdimaksudadalahsumberdata

yangdapatdiperolehsecaralangsungdarisumberasliataupihakpertama.

Datainidikumpulkanpenelitisecarakhususbertujuanuntukmenjawab

pertanyaanpenelitian.Sifatdarisumbernyamerupakanhasilobservasi

terhadap suatu benda (Fisik),kejadian,atau kegiatan maupun hasil

pengujian.(IkshanArfan,2012:65)

Pada penelitian inidata primerdiperoleh melaluiwawancara

langsungkepadaKepalaDesa,Sekretaris,Bendahara,danKasieKesra



yaitupihakyangkompetendalam pengelolaanADDdengantujuanuntuk

mengetahuipengelolaan ADD (AlokasiDana Desa) diDesa Dulupi

KecamatanDulupiKabupatenBoalemo.

3.2.1DataSekunder

Datasekundermerupakandatapenelitianyangdiperolehpeneliti

secaratidaklangsungmelaluimediaperantaraataudiperolehdandicatat

olehpihaklain.(Sugiono,2008:402)

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari

dokumen–dokumen yang terdapatdiDesa DulupiKecamatan Dulupi,

KabupatenBoalemoterkaitdenganrealisasiPengelolaanAlokasiDana

Desa(ADD).

3.3ObjekPenelitian

Dalam penelitian ini,penulis menetapkan Desa Dulupisebagai

obyek penelitian. Penelitan tempat ini didasarkan pada beberapa

pertimbangansebagaiberikut:

1.Objektersebutdapatmempermudahmemberikanketerangan

yanglengkaptentangmasalahyangditeliti

2.Jarak,waktu,biayadantenagacukupmenunjangbagipeneliti.

3.4.SubjekPenelitian

Adapunyangmenjadisubjekdalam penelitianiniadalahKepala

Desa,Sekretaris,KaurKeuangandanKasieKesra,danmasyarakat,yang



berkompetenuntukpengelolaanAlokasiDanaDesa,dengantujuanuntuk

mengetahuiPengelolaanAlokasiDanaDesaDiDesaDulupi,Kecamatan

Dulupi,KabupatenBoalemo.

3.5.DefinisiOperasional

Adapun dalam definisioperasionalvariabledalam penelitian ini

adalah melihatdan menggambarkan sejauh mana implementasidari

pelaksanaanAlokasiDanaDesapadatahun2019yangmengacupada

UndangUndangNomor6Tahun2014danPeraturanBupatiKabupaten

BoalemoNomor12Tahun2019.

3.6.Teknikpengumpulandata

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi:

3.6.1.Observasi

MenurutSanusi(2011:77),Observasiadalahkegiatanyang

dilakukansecara langsunguntukmelihatkeadaanobyekagarpeneliti

dapatmengumpulkan data yang diharapkan sesuaidengan tujuan

penelitiankasus,terlebihdahulupenelitimempersiapkancatatanataualat

observasi,baik hanya sekedardaftarcek atau sekedarpenilaian.

Pengamatan(observasi)yangdilakukankaliinibertempatdiDesaDulupi,

KecamatanDulupi,KabupatenBoalemo.

3.6.2.Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam

metodesurveiyangmenggunakanpertanyaansecaralisankepadasubjek



penelitian.Pada saatpengajuan pertanyaan,penelitidapatberbicara

berhadapanlangsungdenganresponden,ataubilahalitutidakmungkin

dilakukan,jugabisamelaluialatkomunikasi(Sanusi,2011:105).

Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait

subjekpenelitiansecaramendalam.Wawancaradilakukandengantanya

jawab,dengancarainimemungkinkanperolehandatalangsungdariobjek

penelitian,yanglebihakuratdandapatlebihmudahdalam memasukannya

pelaporanhasilpenelitianPengelolaanAlokasiDanaDesadiDesaDulupi,

KecamatanDulupi,KabupatenBoalemotahun2019.

3.6.3.Dokumentasi

TeknikdokumentasiDokumentasimenghasilkanbeberapajenis

dokumenyangberbedadansesuaidengandengantingkatkebutuhan

masing– masingpihakyangmelakukanprosesdokumentasitersebut.

Dokumendapatdijadikansebagaialatkontrolutamauntukmembuktikan

kebenaranhasilwawancara(Sanjaya,2013:74)

3.7.InformanPenelitian

InformanpenelitianyangakandiwawancaraiadalahkepalaDesa

Sedangkan untuk mengetahui ADD di Desa Dulupi,peneliti akan

melakukan wawancara pada Bendahara Desa,Perwakilan dariBadan

Permusyawaratan Desa,dan dariperwakilan masyarakatdesa untuk

mengetahuibagaimanahasilpengelolaanADDdiDesaDulupi.

3.8.TeknikAnalisisData

Dalam penelitian ini,teknikanalisisdata yang digunakan yakni



analisis deskriptifkualitatifdengan menggunakan modelMiles dan

Huberman.Aktivitasdalam analisisdatayaitudatareduction,display,dan

conclusiondrawing/verivication.(Sugiono,2010:164).Denganpenjelasan

dibawahini:

a.DataRedection

Datayangdiperolehdaripanganbisamemilikijumlahyang

banyakkarenapengulangankataataukalimatyangsering

terjadi,mereduksidataberartimerengkum,memilihhal-hal

yangpokokmemfokuskanpadahal-halyangpenting,mencari

temadanpolanya demikiandatayangtelahdiredukasiakan

memberikangambaranyanglebihjelasdanmempermudah

penelitiuntukpengumpulandataselanjutnya.

b.DataDisplay

Langkah selanjutnya setelah mereduksi kata yakni

mendisplaykan data.Dalam penelitian kualitatif,penyajian

databisadiuraikandalam uraiansingkat,hubunganantar

kategoridansejenisnyayangpalingseringdigunkanuntuk

penyajiandatakualitatif denganteksyangbersifatnaratif.

Dengandemikianmakaakanmemudahkanuntukmemahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkanapayangdipahamitersebut.

c.Conclusiondrawing/Verivication.

Conclusondrawingadalahlangkahketigadalam penarikan



kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan awaladalah masih

bersifat sementara dan akan dapatberubah bila tidak

ditemukanbukti-buktiyangkuatyangmendukungpadatahap

pengumpulandata.

BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1.DeskripsiWilayahPenelitian

SecaraUmum suatuwilayahmasing-masingmemilikipotensibaik

darisegiSumberDaya alam mapun SumberDaya Manusia,aktivitas

penddudukdapatdilihatberdasarkankondisiFisikdanGeografistersebut



dimana bahwa kondisi ini berhubungsn erat dengan kepentingan

penddudukdiwilyahtersebut.Padapeneilitianinipenelitimenggambarkan

tentang kondisiatau keadaan tempatpenelitian yakniDesa Dulupi

KecaamatanDulupiKabupatenBoalemo.

4.1.1.KondisiGeografis

Secarageografis batas–bataswilyahdesaDulupiadalahsebagai

berikut:

SebelahUtara:BerbatasandenganDesaPolohungo

SebelahSelatan:BerbatasandenganTelukTomini

SebelahBarat:BerbatasanDesaTabongo

SebelahTimur:BerbatasanDesaTenilo

DesaDulupimemilikiluaswilyah±8000ha/m2totalluaswilyah

tersebutberdasarkancakupanpenggunaanbaikdilihatdarisisiluaslahan

pemukiman,pertanian,perkantorandaanfasilitasumum lainnya.

BerikutinitabeldaftarrincianluaswilayahDesaDulupiberdasarkan

penggunaannya:

Tabel:I
LuasWilayahmenurutPenggunaanya

Luaspemukiman 4500ha/m2
Luaspersawahan -ha/m2
Luasperkebunan 3020ha/m2
Luaskuburan 2-ha/m2
Luaspekarangan 400ha/m2
Luastaman -ha/m2
Perkantoran 3ha/m2
Luasprasaranaumum lainnya 3ha/m2
Totalluas 8000ha/m2

Sumber:DesaDulupidalam Angka2019.

4.1.2JumlahPenduduk



JumlahpendudukdesaDulupiberdasarkanregistrasiBPS.bahwa

pada tahun 2019 jumlah pendudukberkisar3921 Jiwa/orang,jumlah

tersebutmerupakan totaljumlah yang berdasarkan jeniskelamin dan

berdasarkanusia.KeberadaanpendudukdisuatuDesasangatpenting

karena penduduk merupakan suatu unsurpenting yang melaksanaka

berjalannya pembangunan disuatu Desa.Berikutinitable Jumlah

pendudukDesaDulupitahun2019.

Tabel2.
JumlahPendudukDesaDulupi2019

Jumlahlaki-laki 1866orang
Jumlahperempuan 2055orang
Jumlahtotal 3921orang
Jumlahkepalakeluarga 1073KK

KepadatanPenduduk
......................per

km
Sumber:DesaDulupidalam Angka2019.

Tabel.3
JumlahPendudukberdasarkanUsia

USIA LAKI-LAKI PEREMP. USIA LAKI-LAKI PEREMP.
0-12

bulan
33orang 37orang

39
tahun

29orang 35orang

1tahun 30orang 34orang 40 25orang 29orang
2 25orang 29orang 41 33orang 36orang
3 32orang 32orang 42 28orang 24orang
4 30orang 35orang 43 25orang 29orang
5 38orang 42orang 44 18orang 24orang
6 32orang 36orang 45 26orang 29orang
7 40orang 35orang 46 23orang 27orang
8 38orang 42orang 47 17orang 24orang
9 31orang 36orang 48 14orang 23orang
10 38orang 42orang 49 11orang 15orang
11 32orang 36orang 50 19orang 21orang
12 37orang 43orang 51 8orang 7orang
13 45orang 48orang 52 17orang 20orang
14 47orang 49orang 53 7orang 11orang
15 44orang 38orang 54 8orang 12orang
16 35orang 38orang 55 14orang 18orang



17 37orang 39orang 56 12orang 14orang
18 31orang 37orang 57 13orang 13orang
19 31orang 34orang 58 11orang 13orang
20 32orang 35orang 59 6orang 10orang
21 32orang 34orang 60 5orang 8orang
22 42orang 46orang 61 11orang 10orang
23 37orang 39orang 62 9orang 12orang
24 31orang 35orang 63 9orang 11orang
25 31orang 34orang 64 16orang 17orang
26 37orang 42orang 65 13orang 16orang
27 28orang 33orang 66 7orang 9orang
28 40orang 40orang 67 8orang 11orang
29 29orang 34orang 68 12orang 15orang
30 20orang 22orang 69 6orang 7orang
31 35orang 34orang 70 7orang 9orang
32 44orang 45orang 71 4orang 5orang
33 34orang 34orang 72 8orang 8orang
34 47orang 44orang 73 6orang 8orang
35 41orang 34orang 74 7orang 5orang
36 29orang 29orang 75 5orang 6orang

37 33orang 38orang
Lebihdari

75
11orang 14orang

38 30orang 36orang Total 1866orang 2055orang

4.1.3KlasifikasiPendudukMenurutPendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling terpenting dalam

penentuankemajuansuatuDesa,dalam halinipembangunanDesa,peran

pendidikan sangatdibutuhkan karenaorang –orang yang berkompten

tidaklainlahirdariduniapendidikan.Berikutinidaapatdigambarkan

jumlahpendudkDesaDulupiberdasarkanklasifikasipenddidikan.

Tabel4
TabelJumlahPendudukmenuruttingkatPendidkan

TINGKATANPENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

Usia3-6tahunyangbelum masukTK
32

orang
41orang



Usia3-6tahunyangsedangTK/play
group

57
orang

70
orang

Usia7-18tahunyangtidakpernah
sekolah

3orang 1orang

Usia7-18tahunyangsedangsekolah 442orang 533orang
Usia18-56tahuntidakpernah
sekolah

18
orang

24
orang

Usia18-56thnpernahSDtetapitidak
tamat

87
orang

93
orang

TamatSD/sederajat 223orang 308orang
TamatSMP/sederajat 127orang 164orang
TamatSMA/sederajat 104orang 148orang
TamatD-1/sederajat 4orang 7orang

TamatD-2/sederajat 8orang
12

orang
TamatD-3/sederajat 2orang 2orang

TamatS-1/sederajat 9orang
14

orang
TamatS-2/sederajat 2orang - orang
TamatS-3/sederajat - orang - orang
TamatSLBA - orang - orang
TamatSLBB - orang - orang
TamatSLBC - orang - orang
................................................................. - orang - orang

Jumlah 1.118orang 1.417orang
JumlahTotal 2.535orang

Sumberdata:DesaDulupiDalam AngkaTahun2019.

4.1.4.LembagaDesa

Aparatdesa adalah salah satu darikomponen pendudukyang

beradadiDesayangmemilikiperanpentingdalam menjalankanroda

organisasipemerintahanyangadaditingkatdesa,dimanasegalaaspirasi

masyarakat dirangkul,kemudian dilaksanakan berdasarkan porsi

anggaranyangdidapatkanolehpemerintahandesa.

BerikutinistrkturpemerintahDesaDulupitahun2019.



Tabel5.
LembagaDesaDulupi

PEMERINTAHDESA/KELURAHAN
Dasarhukum pembentukan Ada/Tidak–buah
Jumlahaparatpemerintahan
Desa/Kelurahan

27orang

Jumlahperangkat
desa/kelurahan

unitkerja

KepalaDesa/Lurah Ada/tidak
SekretarisDesa/Kelurahan Ada/tidak
KepalaSeksiPemerintahan Ada/tidak–Aktif/tidak
KepalaSeksiKesejahteraan
Rakyat

Ada/tidak–Aktif/tidak

KepalaUrusanUmum Ada/tidak–Aktif/tidak
KepalaUrusanPerencanaan Ada/tidak–Aktif/tidak
KepalaUrusanKeuangan Ada/tidak–Aktif/tidak
JumlahStaf 27orang
JumlahDusundi
Desa/LingkungandiKelurahan
atausebutanlain

6dusun/lingkungan

KepalaDusun/LingkunganI Aktif/tidak
KepalaDusun/LingkunganII Aktif/tidak
KepalaDusun/LingkunganIII Aktif/tidak
KepalaDusun/LingkunganIV Aktif/tidak
KepalaDusun/LingkunganV&
VI

Aktif/tidak

TingkatPendidikanAparat
Desa/Kelurahan

SD,SMP,SMA,D1,D2,D3,D4,S1,S2,S3

KepalaDesa/Lurah S1
SekretarisDesa/Kelurahan SMA
KepalaSeksiPemerintahan S1
KepalaSeksiKesejahteraan
Rakyat

S1

KepalaSeksiPelayanan S1
KepalaUrusanUmum S1
KepalaUrusanPerencanaan SMA
KepalaUrusanKeuangan SMA
BADANPERMUSYAWARATANDESA
KeberadaanBPD Ada/tidak-aktif/tidak
JumlahAnggotaBPD 9orang
PendidikanAnggotaBPD SD,SMP,SMA,D1,D2,D3,D4,S1,S2,S3
Ketua:SUGANDARAUF SMA
WakilKetua:IRWANBACO SMA
Sekretaris:LISPANHILIMI SMA



Anggota,Nama:ARMANHARUN SMA
Anggota,Nama:LISPANHASAN SMA
Anggota,Nama:YAMINSARIPI SMA
Anggota,Nama:SUKRIM DJAINI SMA
Anggota,Nama:SIGITE.P
ABUBAKAR

SMA

Anggota,Nama:TRITIYAS
MAKU

SMA

Sumberdata:DesaDulupiDalam AngkaTahun2019.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan,peran pemerintah

adalah denganmendukung terwujudnya situasi yang kondusif dan

memfasilitasiprogram-rogram pembangunan yang sasarannya adalah

masyarakatdesa.Yang paling terpenting untukmemenuhikebutuhan

masayarakatadalah Peran dunia usaha,pertanian,nelayan dalam

mendorongpembangunanpedesaansangatdibutuhkankarenamelauihal

tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan

implementasiAlokasiDana Desa diDesa DulupiKecamatan Dulupi,

KabupatenBoalemo.

4.2.PengelolaanAlokasiDanaDesa

Penegelolaan AlokasiDana Desa dimaksudkan sebagaiupaya

untukmewujudkantatakelolapemerintahanyangbaik(goodgovernance).

Haltersebutseabagaimana yang menjadiprinsip dasarpengelolaan

Keuangan desa dikelola berdasarkan prkatik praktik pemerintahan

yangbaik.Haltersebut dapatdilihatdariasas–asas pengelolaan

keuangan desa sebagaimana tertuang dalamPermendagriNomor113

Tahun 2014 yaitu,transparan,akuntabel,partisipatifserta dilakukan

dengantertibdandisiplinanggarandenganuraianberikutini:



a.Transparan

Prinssip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahuidanmendapatkanaksesinformasiseluas-luasnyatentang

keuangandesa

b.Akuntabel

Perwujudankewajibanuntukmempertanggungjawabkanpengelolaan

dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakandalam rangkapencapaiantujuanyangtelahditetapkan.

c.Tertibdandisiplinanggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau

pedomanyangmelandasinya.

SetiappelaksanaanpekerjaanDesadalam halkegiatanfisikyang

bersumberdariADD,untukmenjawabkeresahanditingkatmasayarakat

mengenaikurangyaketerbukaantentangjumlahADDyangdiperoleholeh

pemerintah Desa,maka pemerintaah Desa minimalmemberikaan

informasiterhadappublikmelaluipapaninformasi demimewujudkan

prinsipketerbukaandanakuntabilatasuntukmenjawabassumsipublic

terhadap pemerintah Desa.Untuk menjawab permasalahan tersebut,

sebagaimana informasi yang didapatkan melaluipemerintah Desa

berdasarkanwawaancarayangdilakukanolehpeneliti,bahwa.

“Saya rasa dari tingkat akuntabilitas, selama ini kami

melaksanakannyadenganbaik,meskipunkamibelum maksimal



dan masih jauh dari harapan masyarakat, namun

dalamPengelolaanADDdiDesaDulupikamiselalumenyampaikan

disetiaprapatyangdilaksanakandiDesajumlahADDbersumber

dariPemerintah Kabupaten yang berssumberdarihasilpajak

masayarakatsetempattentunyakamipemerintahDesamendorong

agarmasyarakatmembayarpajaksesuaiketentuanyangada”

(HasilwawancaradenganKadesDulupi,tanggal17/02/22020)

Diwaktu yang bersamaan juga peneliti melakukan wawancara

dengan Sekretaris Desa Dulupi,dimana berdasrkan hasilwawancara

Sekdesmenyampaikanbahwa:

“KamiPemerintahDesamelaksanakanADDsesuaiproseduryang

berdasarkan akuntabel,namunsemuajugakamimengharapkan

padamasyarakatagarmenyadaribahwasebagaimasyarakatyang

baik,diharpakanmembayarpajaktepatwaktu,karenadarihasil

pajaktersebutkamikeloladalam bentukADD untukmasyarakat

juga”

(HasilwawancaradenganSekdesDulupi,tanggal17/02/22020)

Darikeduapendapatinformantersebut,bahwauntukmemudahkan

pelakasanaan AlokasiDana Desa diDesa Dulupidalam menjawab

semangatserta keterlibatanmasyarakatsangatdiharapakankomitmen

dariPemerintahDaerahdalam mengaturpengelolaanADDsetiapDesa.

Berhasiltidaknya permasalahan diDesa tergantung pada kerjasama



antaraPemerintahDesabesertamasyarakatDesatersebut.

Partisipasimasyarakatdalam menghadirisetiap musyawara di

Desa adalah bentuk repsresntatifdalam menyelesaikan masalah di

Desa.Haltersebutadalahbagiandariprinsippartisipasipembangunan

masyarakatDesaberdasarkanprinsip-prinsiptransparaan,akuntabel,dan

responsive.Dalam tahapan yang di awali dengan perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasaan ADD secara

lengkaap,prinssip-prinsip tersebutperlu diimplementasikan agarddi

ketahuisecarajelas.

4.2.1PerencanaanAlokasiDanaDesa

AlokasiDanaDesa(ADD)adalahsalahsatupendapatandesayang

penggunaannyaterintegrasidenganAnggaranPendapatandanBelanja

Desa(APBDes),MenurutUndang–UndangNomor6Tahun2014tentang

Desa,BabVIIITentangKeuanganDanAsetDesaPasal72,sumber-

sumberpendapatandesaterdiridari:

12.PendapatanasliDesayangterdiridariHasilUsahaDesa,Hasil

Kekayaan

13.Desa,hasilSwadayadanpartisipasimasyarakat,hasilgotong

royong,danlain-lain

14.PendapatanAsliDesa

15.AlokasidariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara,

16.BagihasilpajakdaerahdanretribusidaerahKabupaten/Kota;

17.Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana



perimbangandaridana

18.Perimbanganyangditerimakabupaten/kota.

19.Bantuan keuangan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahProvinsidan

20.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahKabupaten/Kota

21.Hibahdansumbangandaripihakketigayangtidakmengikat

22.Lain–lainpendapatandesayangsah.

BerdasarkanpenjabarantentangAlokasiDanaDesadiatasdalam

perecanaan dan kegiatannya disusun dan diaturmelaluiMusyawarah

PerencaanaanPembangunanDesa(Musrenbangdes),yangmengacupada

pedomanpinsip-prinsipdalam pembahasanatasusulan-usulantentang

rencana kegiatan atau program pembangunan Desa melaluiFORUM

musyawaraDesa.

PerencanaanpelaksanaanpengololaanAlokasiDanaDesadiDesa

Dulupipadatahun2018dan2019,dilaksanakansesuaiprosedurdan

ketentuan Undang-Undang yang ada,beserta melibatkan masyarakat

didalamya,haltersebutsesuaiinformasiyangdiperolehberdasarkanhasil

wawancaradenganKepalaDesaDulupipadatanggal17/02/2020.

“Sebelum pada tahap pelaksaanaan bahwa dalam tahap

perencanaan pengololaan ADD kami melibatkan masyarakat

langsung dalam Musrembangdes,guna untukmenjaring asprisi

daanmempermudahpelaksanaankegiatanpembangunanyangada

diDesa melaluiADD sebab ADD inimemang benar-benar



diperuntukanuntukmasyarakatsaya”

(HasilwawancaradenganSekdesDulupi,tanggal17/02/22020)

PenyampaiankepalaDesapadawawancaradiatasseiringdengan

jawabandariperangkatDesalainnyayakniSekdessetelahditemuidi

ruangannya.

“Ya,dalam perencanaanpeengelolaanADDpadasaatMusrembang

DesakamimelibatkanBPD,danparatokohmasyarakat”

(HasilwawancaradenganSekdesDulupi,tanggal17/02/22020)

HaltersebutjugadibenarkanolehbeberapatokohmasyarakatDesaDulupi

saatditemui,diwaktu dan tempatyang bersamaan.Berdsarkan hasil

wawancararadenganBapakAbubakarNau,danBapakRahim Mersali

padatanggal18/02/2020bahwa:

“Benar,kamimemangdiundangmelaluiundanganresmidalam

rapatitudankamimenyampaikanbeberapausulanmengenai

aspirasi,namunkamisangatberharapaspirasikamibisajadinyata”

(HasilwawancaradenganSekdesDulupi,tanggal17/02/22020)

Daribeberapa hasilwawancara diatas dengan para informaan,

dapatditarikkesimpulanbahwadalam pengelolaanAlokasiDanaDesa

(ADD)diDesaDulupispadatahapperencenaanpeemerintahDesadalam

halinikepaladesadansekretarisDesamelibatkanunsurBPD,dantokoh

masyarakatlainnya,namunmasyarakatmenggantungkanharapanmereka



pada Pemerintah Desa bahwa pendaapatdan usulan mereka dapat

terealisasi.

4.2.2.PelaksanaanAlokasiDanaDesa

SetelahtahapperencanaanADD selanjutnyadilakukantahapaan

pelaksanaanADD,dalam pelaksanaankegiatan-kegiatanADD diberikan

kewenangan sepenuhnya pada Tim pelakasana Desa dengan sumber

anggaranyangberasaldariADD itusendiri.Dalam tahappelaksanaan

diharapkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan agarmenerapkan prinsip

keterbukaan terhadap seluruh masyarakat. Salah satu wujud dari

pelaksanaanprinsipketerbukaanadalahmemasangpapaninformasiyang

menjabarkantentangwaktupelakasanaankegiatanfisikbesertabesaran

anggaranyangdigunakan.

UntukmewujudkanpenyelenggaraanPemerintahanyangbaikgood

governance.Dalam pengelolaan ADD Desa harus menyatu didalam

pengelolaan APBDes,sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis

denganpengelolaanAPBdes.(Sahdan,dkk2006:23)

HaltersebutdiatassesuaidenganprinsippemerintahDesaDulupi

yangberusahauntukmenerapkanPelaksanaanPengelolaanADD yang

baik.HalinidapatdiketahuidarisumberinformanyangadadiDesa

Dulupiberikutini:

“Sejauhinikamisudahmelakukanprinsiptransparansidihadapan

publickamisudahmenyampaikanpelaksanaankegiatan-kegiatan

pembangunan desa melalui papan informasi disitu sudah



dijelaskan tentang pelaksanaan penggunaan anggaran,namun

kamitidaksempatmemaparkansecararinciberapatotalanggaran

ADD yang dihabiskan dalam pembangunan Desa,kedepannyaa

kamiakanberupayauntukmemaparkansecararincimelaluiRAB

mengenaitotaljumlahanggranpadamasing-masingitem kegiatan

pembangunan Desa, agar mengilangkan ketidak percayaan

masyarakatterhadapkamiPemerintahDesa”

(HasilwawancaradenganKadesDulupi,tanggal18/02/2020).

PenjelasankepaladesadiatasikutdibenarkanolehSekdesdimana

setelahditemuidiruangnnyakemudiandiwawancaraibahwa:

“SemuayangberkaitandenganpelaksanaanpengelolaanADDkami

sudah paparkan pada papan informasi agar diketahui oleh

masyarakat”

(HasilwawancaradenganSekdesDulupi,tanggal18/02/2020).

DarihasilwawancaradiatasolehKepalaDesadanSekdes,sesuai

denganapayangdiungkapkanolehbeberapatokohmasyarakat.Halini

dapatdilihatdarihasilwawancaraberikutini

“Iya memang benarada informasilewatbaliho,dengan baliho

tersebutkamimerasaadainformasidan initentunyaadanilai

positifnya namun kamitidak mengetahuisecara rincih tentang

berapabesartotalpengeluaranADDyangdihabiskandalam setiap



pembangunandesayangada”

(HasilWawancaradenganBapakErwanDjibu,tanggal19/02/2020)

Haltersebutjugasamadenganapayangdiungkapkanolehtokoh

masyarakatperempuansetelahdiwawancarai:

“YaADD memangbetuladadipapaninformasidankami

mengakuihalini,namunkamitidakmengetahuiyanglebih

rincidibalihoyangadahanyasecaraumum saja”

(HasilWawancaradenganIbuYantiMusa,tanggal19/02/2020)

BerdasarkanhasilwawancaradiatasbaikdarikalanganPemerintah

Desamaupunmasyarakatbahwadalam tahappelaksanaanpemerintah

berupaya untuk memaksimalkan transparansiterhadap pelaksanan

pembangunanDesamelaluiAnggaranyangbersumberdariADD,salah

satubuktiprinsipketerbukaan yangdilakukanPemerintahDesayakni

telah menjabarkan pelaksanaan ADD pada tahun 2019 melaluipapan

informasinamundiakuihalitubelum dipaparkansecararincihmengenai

totalanggaranyangdihabiskanpadatahun2019.

4.2.3Pengawasan(ADD)

Pengawasan terhadap pengelolaan AlokasiDana Desa dalam

pelaksanaan kegiatan secara interen diberikan wewenang sepenuhnya

padaInspektoratKabupatenBoalemo,Camatserta,KepalaDesa,sejauh

inipengawasanADDterhadappelaksanaankegitan-kegitandiDesaDulupi

berjalan dengan baik.Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan

Sebagaiberikut:



“PelaksanaanpengawasansejauhinikamidariPemerintahDesa

telah mengawasisetiap kegiatan-kegiatan yang bersumberdari

ADD,yangdidasaridenganmengikutipetunjukdaripelaksanaan

ADD,pelaksanaanyangdilakukanolehTim PelaksanaanADD.Dari

pihakkecamatanbentukpengawasannyaadapembinaandanjuga

pendampinguntukmengawalkegiatanADD”

(HasilwawancaraKadesDulupi,tanggal19/02/2020)

Pernyataandiatassesuaidenganpernyataandarisalahsatu

informanyangberasaldariPemerintaahDesajuga:

“Pengawasandilakukansetiapminggupadabulanberjalanturunke

desa-desa,didesa Dulupidilakukan setiap hariSelasa,untuk

melakukankoordinasiterkaitdenganADD,pembinaandalam halini

dilakukan oleh kasie pemerintahan,beserta Sekcam dibawah

pimpinanCamat”

(HasilWawancaradenganbendaharaDesa,tanggal,20/02/2020)

Pengawasanterhadapberbagaiindikatorkegiatanyangada,bisa

dikatakanbahwadalam pengelolaanADDdiDesaDulupibisadikatakan

berhasil.Aksesyangmudahkepadamasyarakatuntukkepusatkegiatan

perekonomian dan pemerintahan dan semakin meratanya pelayanan

publik,terbentuknya Tim Pelaksana Desa,terbentuknya partisipasi

masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap



keberlanjutanpemanfaataninfrastrukturyangterbangundaanmenyerap

tenagakerjalokalpadaprogram pembangunanDesa.

Berdasarkan hasilpenlitian diatas dapat disimpulkan bahwa

penerapan prinsip transparansimaupun prinsip akuntabilitas diDesa

Dulupidilakukancukupbaik,selanjutnyaperludilakukanpenyempurnaan

yang berkelanjutaan dengan tetap memperhatikan situasidan kondisi

yangada.

4.2.4Pertanggungjawaban(ADD)

PadatahapPertanggungjawabanpengelolaanADDdiDesaDulupi

relevandenganpertanggungjawabanAPBDes.Haltersebutberdasarkan

PermendagriNomor37Tahun2007tentangKeuanganDesa.Peraturan

tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang

keuangandesa,sumberkeuangandesa,dananggaranpendapatandan

belanjadesa.

Pertanggungjawaban pengelolaan ADD Desa Dulupipada tahun

2019dariPihakpemerintahDesa kepadamasyarakatdilaporkantiap3

bulansekali,denganmelibatkanlangsungbeberapaunsurmasyarakat

baikdaritokohpemuda,adat,agamabesertatokohmasyarkatlainnya,

melaluiForum evaluasipelaksanaanADDdalam pembangunanDesayang

dipimpinlangsungolehkepalaDesa,haltersebutdapatdibuktikandengan

kehadiranmasyarakatsecaralangsung,daftarhadirdapatdilihatpada

lampiran skripsi,dan juga dapatdibuktikan melaluihasilwawancara



denganbendaharayangditemuiolehpenelitidikantorDesapadatanggal

19/02/2020:

“Ya,kamiPemerintahDesa,melakukanrapatevaluasipelaksanaan

ADD,HalIniKamilakukanberdasarkanpedomanaturanyangada,

YaituSetiap3BulanSekali,demiterselenggaranyapemerintahan

yangbaikkamimelibatkanbeberapakalanganmasyarakatyang

ada,terutamaparatokohmasyarakat,danjugakamimengundang,

LPM,BPD.Halinidilakukanagarmasyarakattautentanglaporan

pertanggungjawaban,dankamibutuhmasukandarimasyarakat

demiberjalannya ADD,Penyampaian Laporan KamiJalankan

MelaluiJalurStruktural”

(HasilWawancaratanggal,20/02/2020)

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD diharapkan dapat

dilaksanakansecaraakuntabel,pemerintahDesaDulupitelahberupaya

semaksimalmungkindalam melaksanakanlaporanpertanggungjawaban

demiterwujudnyaprinsipAkuntabilitasPengelolaanAlokasiDanaDesadi

DesaDulupi,haltersebutsenadadenganapayang diungkapkanoleh

KadesDulupimelaluiwawancarapadatanggal19/02/2020/.

“Ya, pada pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan

mekanismeyangada,setelahLPJselesaidibuattentunyahalini

melaluijalurstruktural,dariTim PelaksanaTingkatDesadandi



ketahuiKepalaDesa,kepadaTim PendampingTingkatKecamatan

secara bertahap, prosesnya daridesa ke kecamatan dari

kecamatan diteruskan kepemerintah,tembusan keInspektorat,

karenaInspektoratberwenanguntukmengawasidanmengecek

kebenaranlaporantersebut,sayamerasabersyukurberdasarkan

hasil yang disampaikan inspektorat keabsahan pelaporan

pertanggungjawabanTahun2019desaDulupisesuai“

(HasilWawancaratanggal,20/02/2020)

Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD secara admistrasi

berdasarkaninformasidiatascukupbaik,namunjikadilihatdarisisifisik

pembangunan Desa,terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan

kenyataan, fisiknya memang sudah selesai dilihat langsung oleh

masyarakat,namunkulaitasfisikbangunantidaksesuaidenganbesaran

anggaran yang ada,halinidapatdiketahuimelaluihasilwawancara

denganbeberapatokohmasyarakat:

“Ya,PembangunanDesapadatahun2019 memangsudahselesai,

namun baru sebulan bangunan tersebut di gunakan oleh

masyarakatsudahrusak”

(HasilwawancaradenganBapakMediDuhetanggal,19/02/2020)

Pernyataandiatassamahalnyadenganpernyataandibawahini:

“ya,sayasebagaimasyarakatsejauhiniyangkamisesalikualitas

BangunanyangdibangunmelaluianggaranADDsepertibangunan



fisikMCKyangadadidusunSambatibelum digunakanselama1

bulanpintunyasudahrusak,berartiinimenandakanpembangunan

hanyadiasal-asalsaja”

(HasilwawancaradenganBapakHansKamumutanggal19/02/2020)

Berdasarkanhasilwawancaradiatasmenyimpulkanbahwasecara

adminstrasilaporanpertanggungjawabanpengelolaanADDdiDesaDulupi

system danprosedurnyayangakuntabeldilaksanakancukupbaik,halini

telahdibuktikandilibatkannyatokohmasyarakatdanaparatDesa,LPM

dan Lembaga BPD,pada musyawara Desa baik daripelaksanaan,

perencanaan,danrapatevaluasi.

Semua uang yang dikeluarkan secara fisik dan juga secara

administrasikeuangancukupbaik.Namundalam halPembangunanDesa

masiada hal–halyang belum terlaksana sesuaidengan keinginan

masyarakat,haltersebutdibuktikandengankenyataandilapanganbahwa

masiadafasilitaspembangunanfisik barusatubulandigunakansudah

tidaklayakdigunakan,contohsepertifasilitasMCK,pintunyasudahrusak,

halmengakibatkan berkurangnya tingkatkecurigaan dan kepercayaan

masyarakatpadaaparatDesaDulupi.

BABV

KESIMPULANDANSARAN



5.1.Kesimpulan

PengelolaanAlokasiDanaDesadiDesaDulupiKecamatanDulupi

KabupatenBoalemotahun2018dan2019.Berdasarkanhasilpenelitian

padababsebelumnyadapatdisimpulkansebagaiberikut:

a).TahapPerencanaanAlokasiDanaDesatelahmenerapkanprinsip

partisipasidantransparansi.Halinidapatdibuktikandengankehadiraan

masyarakatyangbegituantusiaspadasetiapforum musyawaraDesa

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa,kemudian selain itu dalam

musyawara Desa Pemerintah Desa memberikan kesempatan secara

terbukadanmenerimasegelabentukaspirasimelaluiusulan-usulanyang

disampaikan langsung oleh masyarakat yang hadir, namun pada

kesempatan yang sama juga masyarakat menaruh harapan besar

terhadap Pemerintah Desa agar usulan masyarakat dapat

direalisasikan.b).TahappelaksanaanProgram AlokasiDanaDesadiDesa

Dulupisudahmenerapkanprinsip transparansidanakuntabilitas.Prinsip

tersebutdibuktikandenganadanyapapaninformasiyangdipajangdi

depanKantorDesamengenaipelaksanaankegiatanADD,hanyasajapada

informasitersebuttidakdipaparkansecararincisehinggamasyarakat

tidakmengetahuiberapabesartotalanggaranyang dihabiskantahun

2018-2019.c).TahappengawasanterhadapAlokasiDanasangatbaikhal

ini dilakukan berdasarkan mekanisme dan prinsip partisipasi dan

akuntabilitas.d).Tahappertanggungjawaban AlokasiDanaDesadidesa

dulupicukupbaik,dilihatdarisegiteknismaupunadministrasi,namun



dalam laporanadministrasiberbedadenganhasilpelaksanaandilapangan

dalam halpembangunanfisikkualitasnyakurangbagus.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas untuk tercapainya Pengelolaan

AlokasiDanaDesaDidesaDulupi:

1.Diharapkan kepada Pemerintah Desa Dulupiagarbisa lebih

memperhatikanhal-halyangbelum tercapaisecaramaksimal

sepertipadatahapan-tahapanpengelolaanADDyaknitahapan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawabanatasPembangunanDesa.

2.DiharapkanDalam tahappengelolaanADD baikdaritahapan

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban pemerintah menerapkan sepenuhnya

prinsiptransparansi,dilakukanmelaluimusyawarahDesayang

melibatkanmasyarakatsepenuhnya.
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Pedomanwawancara/Daftarpertnyaanwawancara.

Narasumber:KepalaDesa,SekretarisDesa,BendaharaDesa,

besertatokohmasyarakat:

- PengelolaanAlokasiDanaDesaDidesaDulupi,KecamatanDulupi

KaabupatenBoalemo.

1.BaagaimanakahPemrintahdesamelaksanakanPengelolaan

AlokasiDanaDesaDidesaDulupi,KecamatanDulupi

KaabupatenBoalemo

- TahapanPrencanaan

1.Bagaimanakah pemerintah Desa menerapkan prinsip tranparans

i dan   partisipasi dalam prosesperencanaanADDdiDesaDulupi?

2.Baagaimanakah partisipasi masyarakat daalam keikutsertaanny

a padamusywarah perencanaan ADD?

3.Siap asajayanghadir dalam forum musyawara Desa dalam

prosesperencaanaan pengelolaanADD?



4.Bagaimanakah sikappemerintah Desa daalam meng akomodir s

egala   usulan dari pesrtaa musywara dala proses perencanaan 

ADD?

- TahapanPelaksanaan

1.Bagaimana peraan Pemerintah Desa dalam mendukung prinsip  

          keterbukaan Pengelolaan ADD secara terbuka dihadapan p

ublic          mengenai pelaksanaan Kegiatan- Kegiatan

PembangunanDesa

2.Apakah pemerintah Desa sudah melaksanakan prinsip trnaapra

nsi dan penyampaian informasi secara jelas dan rincih terhadap

totalanggaranyangdihabiskan?

3.Bagimana Pemerintaah Desa melaksanakan prinsippengelolaan

terhadap Pelaksanaan Pengelolaan ADD?

- TahapanPengawasan

1.Bagimanakah bentuk Pengawasan terhadapprogram

pembagunan fisik

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap pemeri

ntah  Desa?

2.Apakah pengawasan terhadap ADD yang dilakukan pada tingkat 

desa  sesuai prosedural?



3.Berapa kali pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam

 tahunanggran berjalan?

PROSESWAWANCARABERSAMAAPARATDESA

DULUPI

KECAMATANDULUPIKABUPATEN

BOALEMO




















